PERATURAN PRES DEN REPUBLI K | NDONES A
NOMER 66 TAHUN 2005
TENTANG
HONCRAR UM BA@  ANGEOTA DAN BADAN PEKERIA
KOM S NAS ONAL ANTI  KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

DENGAN RAHVAT TUHAN YANG VAHA ESA
PRES DEN REPUBLI K | NDONES| A,

Meni nbang :

bahwa dal am rangka neni ngkatkan nutu, prestasi, pengabdian, dan gairah
kerja, dipandang perlu nenberikan Honorarium Bagi Anggota dan Badan Pekerja
Komsi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perenpuan dengan Peraturan
Presi den;

Mengi ngat

1. Pasal 4 ayat (1), Pasal 27, Pasal 28 B ayat (2), Pasal 28 G ayat (1)
dan ayat (2), Pasal 28 | ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5)
Undang- Uhdang Dasar Negara Republ i k | ndonesi a Tahun 1945;

2. Undang- Uhdang Nonor 7 Tahun 1984 tent ang Pengesahan Konvensi Mengenai
Penghapusan Segal a Bentuk O skrimnasi Terhadap Wnita (Convention on
the Himnation of Al Forns of Dscrimnation Against \Wnen)
(Lenbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nonor 29, Tanbahan
Lenbar an Negara Republ i k 1 ndonesi a Nonor 3277);

3. Undang-Uhdang Normor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention
Against Torture and Gher Quel, Inhunan or Degrading Treatnent or
Puni shnrent  (Konvensi  Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau
Penghukuman Lain yang Kejam Tidak Mnusiaw, atau Merendahkan
Martabat Manusia) (Lenbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998
Nonor 164, Tanbahan Lenbaran Negara Republ i k | ndonesi a Nonor 3783);

MEMUTUSKAN :

Menet apkan:
PERATURAN PRESI DEN TENTANG HONCRAR UM BAQ  ANGEOTA DAN BADAN PEKERJA KOM S
NASI ONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP  PEREIMPUAN

Pasal 1

Kepada Anggota dan Badan Pekerja Komsi Nasional Anti Kekerasan Ter hadap
Per enpuan di beri kan honorari umseti ap bul an.

Pasal 2

Besarnya honorarium sebagai nana di naksud dalam Pasal 1 adal ah sebagai
beri kut :
1. Anggot a sebesar Rp 5.000. 000,00 (lina juta rupiah);
2. Badan Pekerj a :
a. Sekretaris Jenderal sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta
rupi ah) ;
b. Koor di nat or dang dan Koordinator Sub Komsi sebesar Ro
3.000. 000,00 (tiga juta rupiah);
C. Asi sten Koordinator Bidang dan Asisten Koordinator Sub Komsi



sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta linma ratus ribu rupi ah);

d. Saf Dvisi sebesar Ro 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu
rupi ah) ;

e. Saf Pendukung sebesar Ro 1.200.000,00 (satu juta dua ratus
ribu rupiah);

f. Saf Penbantu Umum sebesar Rp 1. 000. 000,00 (satu juta rupi ah).

Pasal 3
Ketentuan | ebi h |anjut yang diperlukan bagi pel aksanaan Peraturan Presiden
ini, diatur oleh Mnteri Keuangan dan/atau P npinan Komsi Nasional Anti
Kekerasan Terhadap Perenpuan, baik secara bersama-sama naupun sendiri -
sendi ri nenurut bi dang tugasnya nasi ng- nasi ng.

Pasal 4
Peraturan Presiden ini mul ai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Otetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Cktober 2005

PRES DEN REPUBLI K | NDONES| A,
ttd.
DR H SUS LO BAMBANG YUDHOYONO



